BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa untuk mewujudkan keberlangsungan pelayanan di
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka diperlukan
upaya pengelolaan manajemen pegawai yang
diselenggarakan secara efektif dan efisien dan berorientasi
pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa ketentuan
lebih  lanjut mengenai pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penetapan, batas usia, masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola pegawai
yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Manajemen Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun;

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingakt II Tapin, dan



Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang -
Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang
— Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang — Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);



7.

10.

11.

12.

13.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 653);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 705);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun
2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUMU DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

1.
2.

pemerintahan
pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daeah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas;

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun yang selanjutnya disebut RSUD adalah
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;

Manajemen Pegawai BLUD adalah pengelolaan pegawai BLUD untuk
menghasilkan pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pegawai Profesional Lainnya adalah orang yang telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan guna memenuhi kebutuhan ketenagaan
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang tidak terpenuhi melalui
pengadaan Aparatur Sipil Negara;

Pegawai BLUD adalah orang yang telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan, diangkat oleh Direktur dan digaji berdasarkan ketentuan
yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan RSUD;

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan
Bun yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun yang terdiri atas Pemimpin ,Pejabat Teknis
dan Pejabat Keuangan;

Pemimpin yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab kepada pemimpin
dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang umum,
keuangan dan pelayanan.

Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab kepada
pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan

Tim Pembina Kepegawaian adalah tim kerja yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Direktur yang bertugas membantu Pimpinan RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam hal yang berhubungan dengan
pengelolaan kepegawaian,;

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan (STR, SIK, SIP) untuk melakukan upaya
kesehatan;

Tenaga non kesehatan adalah pegawai yang tidak langsung
berhubungan dengan pasien baik secara langsung maupun tidak
langsung yang meliputi administrasi, keamanan dan sebagainya.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin
keberlangsungan pelayanan dan menjadi dasar pengelolaan pegawai BLUD
di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya manajemen Pegawai BLUD RSUD Sultan Imanuddin

Pangkalan Bun ini adalah :

a. memberikan kepastian hukum bagi pegawai BLUD dalam rangka
pengelolaan pegawai BLUD pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan
Bun; dan

b. mengatur mekanisme pengelolaan pegawai BLUD berdasarkan prinsip
ekonomis, efesien dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya
manusia RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

(1) Sumber daya manusia terdiri dari :
a. Pejabat pengelola;
b. Pegawai;
(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD berasal dari:
a. Pegawai negeri sipil,;
b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. Pegawai Profesional lainnya.

(3) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berasal dari
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai
dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam
meningkatkan pelayanan;

(4) Pejabat dan Pegawai RSUD yang berasal dari profesional lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dipekerjakan secara
kontrak atau tetap.

(5) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan
Pegawai RSUD Sultan Imanuddin berdasarkan kompetensi dan
kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat;



Pasal 5

(1) Pejabat Pengelola RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Pemimpin;
b. Pejabat keuangan; dan
c. Pejabat teknis

(2) Pemimpin RSUD Sultan Imanuddin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disebut dengan Direktur;

(3) Pejabat keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut
Wakil Direktur Umum dan Keuangan;

(4) Pejabat teknis bidang pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
huruf c disebut Wakil Direktur Pelayanan;

Pasal 6

(1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a
bertanggung jawab kepada Bupati

(3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c
bertanggung jawab kepada Pemimpin;

Pasal 7

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan-perundangan,;

(2) Penyelenggaraan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari
tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat
(2) huruf c dilakukan melalui tahapan :

a. pengadaan;

pengaturan hak dan kewajiban;

pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;

kesejahteraaan; dan

pemberhentian.

°opo g

BAB II
KLASIFIKASI, JENIS DAN TUGAS PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Klasifikasi Pegawai BLUD

Pasal 8
Klasifikasi Pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun terdiri dari :

a. Tenaga kesehatan;dan
b. Tenaga non kesehatan
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Pasal 9

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
merupakan Pegawai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi
tertentu yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja sesuai kewenangan
pada unit pelayanan tertentu di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan
Bun.

Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 angka 2
sebagai Pegawai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi tertentu
yang dipersyaratkan dalam jabatan pada unit kerja di RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Jenis Pegawai BLUD

Pasal 10

Jenis Pegawai BLUD terdiri dari:

a. Pegawai Tetap BLUD;

b. Pegawai Kontrak BLUD; dan

c. Pegawai Mitra

Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Formasi kebutuhan pegawai BLUD diusulkan berdasarkan perencanaan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur dan dituangkan dalam
Rencana Strategis BLUD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Pasal 11

Pegawai Tetap BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
huruf a merupakan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur;

Pegawai Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1)
dapat diangkat dari pegawai kontrak oleh Direktur dan/atau melalui
seleksi terbuka.

Pasal 12

Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b
merupakan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi syarat
tertentu, dan diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas
pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.



Pasal 13

(1) Pegawai Mitra sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c
merupakan tenaga profesional/ahli lainnya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
berdasarkan perjanjian kerjasama berkaitan dengan keahliannya.

(2) Bentuk hubungan kerja pegawai mitra dengan RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun yaitu :

a. bersifat kerja sama;

b. berdasarkan kesetaraan yang saling menghargai, menghormati dan
kepercayaan; dan

c. transparansi dalam pelaksanaan kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pengelolaan dan
pengadaan pegawai mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam Peraturan Direktur

Pasal 14

(1) Dalam keadan mendesak atau darurat, Direktur dapat mengangkat
pegawai secara langsung dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan kondisi kedaruratan yang terjadi, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 15

(1) Pegawai BLUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata;

(2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersikap
netral dari pengaruh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN Serta LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

(1) Setiap Pegawai BLUD berhak memperoleh :
a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang
ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;



b. cuti;
c. perlindungan;
d. pengembangan kompetensi

(2) Hak Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu
dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Direktur.

(3) Hak Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

d tidak diberikan bagi Pegawai Mitra.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 17

Setiap Pegawai BLUD berkewajiban :

a.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara, dan Pemerintah;

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang
berwenang;

mentaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran
dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

menjaga dan menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan
hanya dapat mengemukakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD dilarang :

a.

b.

menyalahgunakan wewenang;

melakukan sesuatu tindakan/kegiatan/hal di luar kewenangannya
sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain,;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga negara secara tidak sah;



melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
merugikan negara;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain
dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;

menerima hadiah dalam bentuk apapun dari orang lain yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,;

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan dan
tugas kedinasan sehingga merugikan masyarakat/RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun;

dilarang merokok, berjudi, menggunakan narkoba dan obat terlarang
lainnya, minum-minuman keras dan melakukan tindakan asusila serta
melakukan tindakan kejahatan lainnya di lingkungan rumah sakit;
memberikan dukungan dan/atau duduk sebagai anggota atau pengurus
partai politik.

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI BLUD

Pasal 19

Pengadaan Pegawai Tetap BLUD dilaksanakan melalui proses, meliputi:

@m0 a0 T

(1)

(2)

(3)

(4)

perencanaan;
pengumuman lowongan;
pelamaran;

seleksi;

pengumuman hasil seleksi;
masa percobaan/ training; dan
pengangkatan

Pasal 20

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 angka 1 untuk
memenuhi standar SDM disusun berdasarkan analisis kebutuhan
Pegawai BLUD yang ditetapkan oleh Direktur.

Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada kebutuhan formasi jabatan/pegawai yang
disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di
masing-masing unit kerja pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
Kebutuhan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempertimbangkan estimasi turn over pegawai, dan kemampuan
anggaran dalam RBA.

Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
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Pasal 21

Pengadaan pegawai BLUD dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen Pegawai

yang dibentuk oleh Direktur.

Pedoman teknis pelaksanaan pengadaan Pegawai Tetap BLUD

ditetapkan oleh Direktur;

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;

b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan
Pegawai BLUD;

c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan Pegawai Tetap BLUD;

d. melakukan pengelolaan hasil ujian/seleksi pengadaan Pegawai
Tetap BLUD; dan

e. mengumumkan peserta yang diterima.

Pasal 22

Pengumuman lowongan formasi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud
pada pasal 19 angka 2 dilakukan secara terbuka kepada masyarakat
hanya dilakukan apabila:
a. formasi pegawai BLUD yang berasal dari pegawai kontrak tidak
terpenuhi; dan
b. kebutuhan yang bersifat segera dan darurat untuk memenuhi
kebutuhan pegawai dalam kondisi khusus.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang :
a. jumlah dan jenis lowongan,;
b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
c. alamat dan tempat lamaran; dan
d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 23

Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi

pegawai BLUD harus memenuhi persyaratan :

a. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal
berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

b. pendidikan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan;

c. tidak pernah dihukum penjara dan/atau melakukan suatu tindak
pidana kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Berkelaluan Baik
dari Kepolisian.

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai pegawai,

e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN;

f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
diperlukan;



(2)

(3)

g. sehat jasmani dan rohani;

h. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun sesuai dengan formasi yang ditetapkan
oleh Direktur;

i. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara online dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan
kepada Direktur.

Tim Rekrutmen melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan
yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 24

Rekrutmen dilakukan melalui mekanisme seleksi :

a.

o Qo o

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Administrasi;

uji tulis;

psikotes:

seleksi keterampilan; dan

wawancara yang dikelola oleh Tim Rekrutmen.

Pasal 25

Direktur menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar
yang dinyatakan lulus.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon
pegawai BLUD wajib menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penetapan, pengumuman dan
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Direktur.

Pasal 26

Calon pegawai BLUD ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan
unit kerja pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Dalam kondisi tertentu Direktur dapat melakukan penempatan selain
formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kondisi
pada saat itu.

Sebelum penempatan Calon Pegawai BLUD diwajibkan mengikuti
orientasi umum dan khusus, serta mengikuti kredensial bagi calon
pegawai dengan kualifikasi tenaga kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai orientasi dan kredensial sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 27

Calon pegawai BLUD dapat diangkat menjadi pegawai BLUD setelah

menjalani masa percobaan/ training:

a. paling sedikit 5 (lima) tahun serta memenuhi persyaratan
pengangkatan bagi formasi pegawai tetap yang berasal pegawai
kontrak.

b. paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta
memenuhi persyaratan pengangkatan bagi formasi pegawai kontrak
yang berasal dari pelamar umum.

Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja bernilai baik; dan

b. sehat jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai pegawai BLUD.

Pasal 28

Pegawai yang sudah purna tugas dapat diangkat kembali sebagai
pegawai BLUD apabila kompetensi dan/atau keahliannya masih
dibutuhkan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 29
Penilaian kinerja pegawai diselenggarakan dalam rangka evaluasi
kinerja Pegawai BLUD yang dilaksanakan setiap tahun.
Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan pertimbangan dalam memberikan reward atau pusnihment bagi
Pegawai BLUD.
Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 30

Penilaian kinerja pegawai berdasarkan nilai-nilai dasar Ber-akhlak:
Berorientasi Pelayanan;

Akuntabel,;

Kompeten;

Harmonis;

Loyal,

Adaptif; dan

Kolaboratif.

N



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
sasaran kinerja dan perilaku kerja pegawai.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berbasis elektronik

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja pegawai diatur
dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Disiplin Pegawai

Pasal 31

Penilaian disiplin pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
berdasarkan:

a. tingkat kehadiran;

b. laporan kegiatan; dan

c. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai meliputi:

a. Hukuman disiplin ringan;

b. Hukuman disiplin sedang; dan

c. Hukuman disiplin berat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana disiplin pegawai diatur
dengan peraturan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB VI
KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 32

Kode etik pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun adalah
pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun baik dalam melaksanakan tugasnya dan
pergaulan hidup sehari-hari.

Setiap pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam
melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:

etika dalam bernegara;

etika dalam berorganisasi;

etika bermasyarakat;

etika terhadap diri sendiri;

etik profesi; dan

etika sesama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kode etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

me a0 T



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

Pembinaan Pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan
pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi pegawai yang berasal dari professional lainnya diatur
dengan Peraturan Direktur.

Pasal 34

Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai BLUD pada RSUD Sultan

Imanuddin Pangkalan Bun dilakukan oleh Tim Pembinaan Pegawai

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Tugas pokok Tim Pembinaan Pegawai RSUD Sultan Imanuddin

Pangkalan Bun meliputi:

a. Melaksanakan penilaian kinerja Pegawai RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun;

b. Memberikan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi
kepada Pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Pembina

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 35

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk membangun
pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen
terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan
bertata nilai.

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :

a. pendidikan;

b. pelatihan; dan/atau

c. jenjang karir

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendikan
berkelanjutan dan atau pelatihan baik formal maupun informal.



(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai
Kontrak hanya berupa pelatihan peningkatan kompetensi

ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan bagi pegawai kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur

Pasal 36

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa
kebutuhan pendidikan/pelatihan.

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun.

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a
dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling
rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.

Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur.

Pasal 37

Pegawai Tetap BLUD yang telah menyelesaikan tugas/izin belajar namun
tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang telah membiayainya wajib
mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang telah
diterimanya.

(1)

(2)

BAB VIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 38

Pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang telah
menunjukkan  kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat
diberikan penghargaan.

Tata laksana pemberian penghargaan akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur.



Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 39

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menerapkan kebijakan tentang sanksi
bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan
yang ditetapkan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 40

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 38 terdiri atas :

a. Sanksi ringan;

b. Sanksi sedang; dan

c. Sanksi berat.

Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis; atau

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. Pemotongan tunjangan/penghasilan lain sebesar 25% ( dua puluh
lima persen ) selama 6 (enam) bulan;

b. Pemotongan tunjangan/penghasilan lain sebesar 25% ( dua puluh
lima persen ) selama 9 (sembilan) bulan; atau

c. Pemotongan tunjangan/penghasilan lain sebesar 25% ( dua puluh
lima persen ) selama 12 (dua belas) bulan;

Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan;

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12
(dua belas) bulan; dan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB IX
SISTEM PENGGAJIAN

Pasal 41

Pegawai BLUD mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok sesuai
dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten.

Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun.



(3) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan
setelah diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pengangkatan
pegawai BLUD yang bersangkutan.
(4) Petunjuk teknis pemberian gaji bagi pegawai BLUD akan diatur lebih
lanjut dengan peraturan Direktur.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB X
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 42

Batas pensiun bagi Pegawai BLUD maksimal 58 (lima puluh delapan)
tahun.

Batas usia pensiun bagi pegawai yang berlatar belakang dokter spesialis
dapat diperpanjang sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 43

Pemberhentian terhadap Pegawai BLUD dapat dilakukan melalui :

a.

b.

pemberhentian dengan hormat; atau
pemberhentian tidak dengan hormat.

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan apabila :

a.

ao o

€.

meninggal dunia;

berakhirnya masa perjanjian kontrak;

mengundurkan diri;

perampingan organisasi atau kebijakan direktur  yang
mengakibatkan pengurangan pegawai; atau

tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.

Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan apabila :

a.

b.

melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang —undang
dasar negara republik indonesia tahun 1945;

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau
pidana umum;

menjadi anggota dan/atau pengurus partai;

pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau
bukti yang tidak benar.

. dinilai memiliki kinerja yang kurang baik berdasarkan hasil

penilaian kinerja.



Pasal 44

(1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur.

(2) Pemberhentian Pegawai BLUD yang telah mencapai batas usia pensiun
diberitahukan kepada yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun
sebelum mencapai usia pensiun.

(3) Pemberhentian pegawai BLUD dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui
rasionalisasi ketenagaan berdasarkan kondisi kebutuhan pegawai.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 45

Direktur wajib melaporkan kondisi Pegawai RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun kepada Bupati melalui Intansi Pembina Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala setiap tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd.
BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 29 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWRAINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

=f Ditandatangani secara elektronik oleh :
B Kepala Bagian Hukum

& BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP 119760904 200501 1 010
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